BAB IV
PERAN MOHAMMAD HATTA
TAHUN 1955-1965

A. Mohammad Hatta Sebagai Kepala Negara

Sama dengan rakyat Indonesia pada umumnya, Hatta menghadapi
tahun 1950-an dengan penuh harap bahwa, pemulihan kedaulatan akan
membawa Indonesia kepada cita-cita yang selama ini diperjuangkan, yaitu
berupa keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Namun, berbeda dengan
rakyat pada umumnya, Hatta memyadari sekali bahwa cita-cita tersebut baru
akan terlaksana apabila syarat-syaratnya terpenuhi, antara lain: persatuan
yang bulat, stabilitas yang langgeng, dan kerja keras. Persyaratan ini menurut
Hatta akan mudah terpenuhi bila masing-masing pihak, pertama-tama
berpegang pada pedoman dalam kehidupan bernegara, yaitu Pancasila dan
Undang-Undang Dasar. Pertama, sebagai pedoman dalam bersikap. Kedua,
sebagai kerangka tempat bermain segala macam keinginan dan kepentingan,
termasuk di dalamnya aturan permainan yang harus dipatuhi.

Oleh sebab itu Hatta sangat menyadari akan hal ini bahwa,
kedaulatan tidak akan tercipta secara otomatis dengan kesulitan-kesulitan
yang terjadi. Bila ketidaksabaran mengahadapinya, maka akan memudahkan
orang untuk mengesampihngkan pedoman serta aturan permainan tadi.

Moh. Hatta memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting
dalam pemerintahan negara. la sebagai Kepala Pemerintahan RIS 1950,

Wakil Presiden 1950-1956, dan pemimpin yang secara formal tiada
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mempunyai kedudukan, karena ia tidak bergabung ke salah satu organisasi

atau partai 1956-1957.*

Sebelumnya pada tanggal 20 Desember 1949, Hatta berhasil

membentuk kabinet RIS dengan mengikutsertakan pihak Rl (Yogyakarta)

serta PMF sebagai berikut:?

NO NAMA JABATAN PARTAI

1. Drs. Mohammad Hatta Perdana Menteri -

2. Drs. Mohammad Hatta Menteri Luar | -
Negeri

3. Anak Agung Gde Agung Menteri Dalam | -
Negeri

4. Hamengkubuwono IX Menteri -
Pertahanan

5. Prof. Mr. Supomo Menteri -
Kehakiman

6. Arnold Mononutu Menteri PNI
Penerangan

7. Mr. Sjafruddin Prawiranegara Meteri Keuangan | Masjumi

'Setelah mundur dari jabatan wakil presiden, Moh. Hatta memang setidaknya masih aktif dalam
menggerakkan masyarakat untuk tidak terpuruk dengan kondisi Indonesia saat itu yaitu sekitar
tahun 1956-1957. Ekonomi yang terpuruk dengan inflasi yang tinggi menyebabkan perekonomian
masyarakat khususnya menengah ke bawah menjadi sasaran. Lihat, Deliar Noer, Mohammad

Hatta Biografi politik (Jakarta: LP3ES, 1990).

’Noer, Mohammad Hatta, 374.
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8. Ir. Djuanda Menteri -
Kemakmuran
9. Ir. Herling Laoh Menteri PNI
Perhubungan,
Tenaga Kerja, dan
Pekerjaan Umum
10. | Mr. Wilopo Menteri Perburuan | PNI
11. | Mr. Moh. Kosasih Purwanegara | Menteri Sosial -
12. | Dr. Abu Hanifah Menteri PPK Masjumi
13. | K.H. Wahid Hasjim Menteri Agama Masjumi
14. | Dr.J. Leimena Menteri Kesehatan | Parkindo
15. | Sultan Hamid Il Menteri-menteri -
Mr. Moh. Roem Negara Masjumi

Dr. Soeparno
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Program Kabinet RIS, sebagai berikut:*

1. Menyelenggarakan supaya pemindahan kekuasaan ke tangan bangsa
Indonesia di seluruh Indonesia terjadi dengan seksama, mengusahakan re-
organisasi KNIL, dan pembentukan angkatan perang RIS dan
pengembalian tentara Belanda ke negerinya dalam waktu yang selekas-
lekasnya.

2. Menyelenggarakan ketenteraman umum, supaya dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya terjamin berlakunya hak-hak demokrasi dan
terlaksananya dasar-dasar hak manusia dan kemerdekaannya.

3. Mengadakan persiapan untuk dasar hukum, cara bagaimana rakyat
menyatakan kemauannya menurut asas-asas Undang-Undang Dasar RIS,
dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante.

4. Berusaha memperbaiki keadaan ekonomi rakyat, keadaan keuangan,
perhubungan, perumahan, dan kesehatan, mengadakan persiapan untuk
jaminan sosial dan penempatan tenaga kembali ke dalam masyarakat,
mengadakan peraturan tentang upah minimum, pengawasan pemerintah
atas kegiatan ekonomi agar kegiatan itu terwujud ke pada kemakmuran
rakyat seluruhnya.

5. Menyempurnakan perguruan tinggi sesuai dengan keperluan masyarakat
Indonesia dan membangun pusat kebudayaan nasional, mempergiat
pemberantasan buta huruf di kalangan rakyat.

6. Menyelesaikan soal Irian dalam setahun ini juga dengan jalan damai.

®Ibid., 375-376.
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7. Menjalakan politik luar negeri yang memperkuat kedudukan RIS dalam
dunia internasional dengan memperkuat cita-cita perdamaian dunia dan
persaudaraan bangsa-bangsa.

8. Memperkuat perhubungan moril, politik, dan ekonomi antara negara-
negara Asia Tenaggara.

9. Menjalankan politik dalam Uni, agar supaya Uni ini berguna bagi
kepentingan RIS.

10. Berusaha supaya RIS menjadi anggota Peserikatan Bangsa-Bangsa.

Sayang, perkembangan tanah air tidak segera membantu harapan
dan pemahaman Hatta. Sesungguhnya, ia mendapat kepercayaan untuk
memimpin pemerintahan yang menurut UUD-RIS tidak dapat dijatuhkan.

Berbagai aspirasi, tuntutan, dan terutama ketidaksabaran mengurangi pusat

perhatian dari usaha pembangunan. Dasar dan kerangka yang ditetapkan

seperti dalam UUD-RIS itu dianggap perlu dirombak lebi dahulu, baru
masalah lain dapat diperhatikan, seakan demikianlah jalan pikiran yang
berkembang ketika itu. Ini berarti sifat federal dari negara harus dirombak.

Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri Sekaligus Menteri Luar Negeri

Setalah Moh Hatta membentuk Kabinet RIS dan ia menjadi
perdana menteri sekaligus menteri luar negeri. Masa-masanya banyak sekali
masalah -masalah yang harus diselesaikan, karena memang Indonesia baru
merangkang menuju perkembangan negara.

Pemerintah pada waktu kabinet baru terbentuk belum sempat

diberikan oleh Hatta dalam Januari 1950, yang mana beliau dengan sementara
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memegang dua tugas sebagai perdana menteri sekaligus menteri luar negeri.
Tugasnya sebagai menteri luar negeri pun hanya sementara Ssampai
terpilihnya wakil yang sesuai dengan tugas atau jabatan menteri luar negeri,
karena kita ketahui Indonesia saat itu maih dalam proses untuk berkembang.
Banyak perjanjian-perjanjian dan pertemuan-pertemuan resmi antarnegara
yang harus di hadiri sebagai menteri luar negeri.

Bagi peneliti, belum menemukan sumber yang relevan akan
jabatan yang dimiliki oleh Moh. Hatta, bahkan ia juga menjabat sebagai wakil
presiden Rl saat itu. Sebelumya dalam buku Deliar Noer, Biografi
Mohammad Hatta, menjelaskan bahwa pada tahun 1950 anggota
pemerintahan bingung menempatkan posisi Moh. Hatta dalam jabatannya,
apakah menjabat sebagai wakil presiden RI atau sebagai Perdana menteri.
Salah satu tokoh menyebutkan bahwa Moh. Hatta harus memilih salah satu
dari jabatan itu, karena tidak mungkin seorang memiliki dua jabatan yang
berbeda dan harus mengatur keduanya secara bersamaan. Soekarno pun
hanya diam tidak ikut campur atau belum mengetahui tentang masalah ini
atau ia tidak mau mengetahui masalah ini, karena pada saat itu ia fokus akan
ideologi politiknya akan demokrasi terpimpin.

Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS resmi dinyatakan menjadi
negara kesatuaan kembali, dengan nama yang sudah dipatenkan pada
Proklamasi Kemerdekaan: Republik Indonesia. Hatta dipilih kembali sebagai
Wakil Presiden oleh DPR pada tanggal 14 Oktober 1950 tanpa pelawanan

yang berarti. la memperoleh 113 suara. Sejak itu ia menjadi wakil presiden
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yang konstitusional, ia tidak aktif dalam pemerintahan saja. Di samping
keperluan seremonial, seperti pada perayaan Proklamasi Kemerdekaan tiap 17
Agustus, pembukaan berbagai kegiatan, seperti bidang parlemen pada malam
17 Agustus, berbagai konferensi baik nasional maupun internasioanal,
pameran, pembangunan gedung, dan sarana hidup yang lain.*

Namun yang jelas, jabatan apapun yang sedang ditunggangi Moh.
Hatta hanya sebagai jubah saja yang ia pakai, karena segala aspirasi
politiknya yang ingin ia kemukakan dan ia kembangkan berseberangan
dengan kawan sejawat Soekarno. Aparatur pemerintahan sudah dalam
pelaksanaan Soekarno yang bagi Hatta itu adalah “kediktatoran”.

Meskipun seperti itu akan kebingungan jabatan Moh. Hatta, yang
terpenting bahwa semasa ia dalam pemerintahan ada beberapa kontribusi
akan penyelesaian masalah di dalam negeri maupun di luar negeri di
antaranya:

1. Masalah kepegawaian
Pemerintahan yang bertanggung jawab akan lebih mudah
ditegakkan bila lingkungan kepegawaian turut membantu. Lingkungan ini
akan terbina dengan lebih baik bila kedudukan pegawai terjamin, baik
dalam rangka nafkahnya maupun sistem mutasi dan promosi. Dalam hal

ini bisa meningkatkan semangat kerja.

*Ibid., 409.
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2. Masalah kebudayaan

Dunia perguruan tinggi serta kebudayaan merupakan bagian dari
program kabinet RIS. Hatta belum dapat brbuat banyak dalam hal ini
selama masa kabinetnya, tetapi beberapa langkahnya telah dilakuka antara
lain, kabinet itu telah mulai mengusahakan buku-buku dari negeri
Belanda dengan mempergunakan bantuan  Stichting Culturele
Samenwerking (Yayasan Kerjasama Budaya antara Indonesia dan
Belanda), serta juag tenaga perpustakaan dari Negeri Belanda. Namun,
lanjutan kegiatan ini tampaknya kurang berkembang dengan akibat Hatta
agak kesal dibuatnya. Maka waktu itu Kabinet Sukiman mengingatkan
kepada Hatta bahwa buku-buku sumbangan dari yayasan tersebut telah
terkumpul banyak sekitar 10.000 buah, sedangkan tempatnya belum
tersedia. Hatta pun mengaharapkan untuk segera membeli gedung
Merdeka Selatan 11, sehingga nanti dapat digunakan untuk penyimpanan
buku-buku tersebut. Namun, usaha Hatta tertunda, karena tempat itu
sudah dibeli terlebih dahulu oleh Yayasan Kopra, tapi meski begitu
uasaha Hatta setidaknya membuahkan hasil. Akhirnya buku-buku tersebut
disebar keberbagai wilayah untuk disimpan disana diantara, Bandung,
Yogyakarta, Makasar, dan Sumatera Barat.”

3. Masalah Ekonomi
Keinginan Hatta bahwa kemerdekaan itu benar-benar di isi dengan

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, terlihat berbagai anjurannya

®Ibid., 417-418
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kabinet atau menteri ataupun pada konferensi-konferensi. Baginya yang
utama adalah rakyat banyak. Pemimpin termasuk dirinya sendiri bisa
diminta pengorbanannya dan juga pembangunan gedung yang kurang
perlu dikebelakangkan, apabila gedung yang ada masih bisa
dipergunakan. Hatta pun juga mengatakan bahwa,
“berhubungan dengan kesukaran hidup sekarang, yang diderita
oleh rakyat dan pegawai negeri tidak bijakana gaji presiden dan wakil
preisden dinaikkan, apalagi sampai begitu menyolok mata.Tambahan
pula Kira-kira separuh dari gaji yang begitu besar itu nanti akan
kembali lagi ke kas negara berupa pajak.”6
Meski Hatta sudah seperti itu para aparatur pemerintahan masih
banyak yang tidak mempedulikan aspirasi Hatta, malah terdapat
ketimpangan seperti korupsi. Hatta pun tetap dengan penderiannya, ia
terus mengingatkan, menyindir, dan mengkritik apa yang sudah mereka
lakukan terhadap uang rakyat.
4. Masalah Buruh
Masalah buruh pun tidak luput dari perhatian Hatta. Kita ingat
agaknya bahwa dalam masa pemrintahan RIS, keterangan pemrintah yang
diucapkan Sookarno kepada sidang gabungan DPR dan Senat tanggal 15
Februari 1950 menenkankan kebebasan gerakan buruh. Maksudnya agar
keadilan upah dapat berlaku baginya.
Pada tahun 1955, Hatta mengirimkan surat kepada Perdana

Menteri Ali, mengingatkan mengapa usul Kongres Buruh Seluruh

Indonesia untuk menaikkan gaji buruh sesuai dengan perkembangan

®Surat Hatta kepada Dewan Menteri 22 November 1951. Lihat,Deliar Noer, Mohammad Hatta
Biografi politik (Jakarta: LP3ES, 1990).
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kanaikan harga tidak diurus kabinet tetapi Biro Keamanan. Hatta pun
mengatakan dengan tegas bahwa penghidupan buruh tidak dapat dijadikan
hal yang remeh saja atau dijadikan soal yang harus dibereskan. Hatta
menambahkan bahwa masyarakat bisa memahami kesulitan pemerintah,
tetapi mereka perlu pula didengar.’

C. Mohammad Hatta dan Demokrasi Terpimpin

Masa Demokari Terpimpin bukan saja bersangkutan dengan sistem
politik, tetappi juga mengedepankan soal-soal masyarakat secara umum,
termasuk ekonomi dan pembangunan. Pada tanggal 1959-1965 ini adalah
masa Demokrasi Terpimpin yang sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi
terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta
pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Pengumuam Soekarno mengenai
demokrasi terpimpin ini menimbulkan pro dan kontra. Bagi PKI, mereka
menyambut dengan hangat keputusan presiden tersebut, sedangkan bagi Moh.
Hatta sangat mengecam untuk tidak melakukan hal itu.

Moh. Hatta memang tidak bisa berbuat apa-apa karena ia sudah
mundur dari jabatan wakil presiden saat itu. Akan tetapi, ia tetap melakukan
apa yang ia bisa lakukan. la terus mengecem mengkritik Soekarno akan
sistemnya itu yang sudah menuju kepada kediktatoran bukan demokrasi lagi
dan dari perbuatannya itu PKI semakin merajalelah dan membuat
pemberontakan kepeda pemerintahan. ini seperti “senjata makan tuan”, yang

mana Soekarno ingin memimpin negara seutuhnya, alih-alih ia ingin

"Surat Hatta kepada Perdana Menteri Ali, 25 Maret 1955. Lihat, Deliar Noer, Mohammad Hatta
Biografi politik (Jakarta: LP3ES, 1990).
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digulingkan oleh PKI yang dulu ia rekrutnya sendiri dalam partai politik dan
kabinet.

Moh. Hatta terus melakukan layangan kritikan dan komen, hingga
surat langsung kepada Soekarno untuk mengehentikan sistemnya itu. Namun,
Soekarno tetap dengan pendiriannya, ia tidak membalas kritikan, komen, dan
surat Moh. Hatta. Bukan Soekarno tidak memperdulikan Hatta, melainkan ia
malah masih sangat menghormari Hatta. la hanya diam dan memenjarakan
pemimpin penerbit yang isinya mengenai kritikan Hatta terhadapnya, tapi
tidak langsung memberi sanksi kepada Hatta. Akhirnya Hatta pun berhenti
melakukan kritikan melalui media, ia langsung mengirim surat kepada
Soekarno dan tanggapan Soekarno masih sama.

Mohammad Hatta dan Gerakan PKI

Dalam peristiwa Gerakan 30 September, Moh Hatta memang tidak
ikut campur secara fisik akan penumpasan atau peredaman gerakan ini.
Seperti yang sebelum-sebelumnya ia lakukan, ia lebih berperan memberikan
argument atau kritiknya kepada aparat pemerintahan bahwa ini yang harus
dilakukan. Berikut peneliti memaparkan kesaksian Bung Hatta mengenai
gerakan PKI, dalam bukunya Bung Hatta menjawab, menjelaskan bahwa:

“...Yang penting pertama-tama diketahui adalah tujuan PKI untuk
merebut kekuasaan. Dan mereka tahu, bahwa Kkalau tidak
meyakinkan Soekarno dulu, mereka tidak akan mendapat kekuatan.
Ini prinsip pokok PKI waktu itu berdasar pengetahuan kita dari sejarah
komunis di dunia, sejarah PKI di Indonesia, dan feeling berdasar
kesadaran kita tentang keadaan masyarakat dan tingkat
perkembangannya waktu itu. Kampanye PKI akan memilih Soekarno
jadi presiden kalau ia menang dalam ~ Pemilihan Umum tahun 1955,

membantu dengan gigih gerakan untuk merebut  Irian  Barat  dengan
kekerasan (Trikora) dan gerakan Ganyanhg Malaysia (Dwikora),
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semuanya adalah gerakan yang kita sudah tahu ke arah mana
geraknya. Karena itu kita tak heran kalau Aidit sampai mengusulkan
dibentuknya Angkatan ke-5, disamping Angkatan Darat, =~ Angkatan
Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian,  yang  dipersenjatai  dan
dianjurkannya agar terdiri dari para petani dan kaum buruh. Semua itu
tentu adalah persiapan ke Lobang Buaya, tempat penyembelihan dan
pembunuhan yang ngeri dan di luar perikemanusiaan atas pemimpin-
pemimpin Angkatan Darat. Jelas sekali hal ini menurut pola RRC, suatu
hal yang sisa-sisa pikiran itu masih nampak dalam pola-pola Tri Panji
dan Perjuta-nya sisa-sisa PKIl latent yang nampak dari
pemberontakan- pemberontakan Blitar (Jawa Timur) dan
PKS/Paraku di Kalimantan Barat.  Untunglah waktu itu belum sampai
terbentuk Angkatan ke-5 itu. Tetapi usaha-usaha Aidit ke arah
perebutan kekuasaan makin hebat sejak awal tahun 1965. Apa saja
digunakan nya sebaik-baiknya. Saya ingat sekali, waktu PNI
mengadakan kongres tahun 1965, tak lama sesudah itu PKI ~ mengadakan
Hari Ulang Tahun (HUT) pula. Semua pigura dan hiasan untuk Kongres
PNI terus saja dipakai PKI untuk HUT nya. Pohon-pohon kayu, tembok-
tembok, rumah-rumah orang, kantor-kantor, habis dicoreti gambar-
gambar palu-arit. Hal ini mengingatkan kembali kepada cara-cara
PKI di Delanggu waktu RI di Yogyakarta dulu. Saya sudah merasa,
kalau PKI menang, Soekarno malah akan disingkirkannya, bukannya
diangkat. Bagi tiap orang yang tidak buta hati, pasti akan arif dia, ke
mana  suasana sedang berkembang dan apa yang suatu waktu pasti
akan meledak dan akan mengagetkan serta membukakan mata
setiap  orang....”®

“... Waktu itu yang saya lihat, bahwa satu-satunya yang sanggup
menghadapi PKI hanya tentara, Angkatan Darat yang dipimpin oleh
Jendral Yani...””

“... Saya mendengar pertama-tama berita penculikan dan
pembunuhan pimpinan Angkatan Darat dari Simatupang, pagi tanggal 1
Oktober 1965 dan bahwasanya Nasution lolos dengan lari melompati
pagar pekarang belakang rumahnya dan bersembunyi di balik sebuah
pohon di sana, serta berita bahwa anaknya yang bernama Ade Irma
Suryani terbunuh. Waktu Wangsa Widjaja, Sekretaris saya datang, saya
suruh mencek lagi mengenai berita itu. Kabar selanjutnya mengatakan
bahwa Nasution setelah keluar dari persembunyiannya terus pergi ke
Kostrad. Didapainya Soeharto sudah mengambil tindakan. Mula- mula
Untung menguasai RRI, kemudian terdengar pidatonya dan pengumuman
mengeani Dewan Revolusi dan sebagainya. Tetapi malamnya terdengarlah
pidato Soeharto, selaku Panglima Kostrad, setelah ia merebut RRI kembali
serta menguasai keadaan seperti semula. Reaksi batin saya pertama-

tama mendenga itu, ialah bahwa in pasti PKI lagi...... .

®Hatta, Hatta Menjawab, 60-61.
*Ibid., 61.
Ylbid., 74.
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“....Dari pihak Islam reaksi itu amat kuat, terutama mereka
yang selama ini merasa tertekan...”
“..... Setelah orang-orang Islam tahu bahwa PKI mengadakan

kup, tentara telah bertindak di bawah pimpinan Soeharto, maka
rakyat pun ikut bergerak dan bertindak membantu  tentara
sampai hampir sukar untuk dikendalikan...”*!

“.... Tindakan rakyat yang selama ini tertekan dan kemudian
membalas tidak tanggung-tanggung, menunjukkan bahwa perkiraan Aidit
itu tidak benar. Rakyat dulu yang dia kira di belakangnya, ternyata tidak
sebanyak yang diperkirakannya. Hal itu disebabkan karena cara-cara

Aidit selama ini ang didasarkan kepada pengerahan-pengerahan massa
berbondong-bondong, disertai agitasi dan terror mental, sehingga banya
orang hanya ikut-ikutan untuk mengamankan dirinya saja. Itulah akibat
dari kenyataan, bahwa faktor pendidikan dan keinsyafan tidak
didahulukannya, bahkan diabaikannya, dibandingkan dengan gerakan-
gerakan agitasi dan pengerahan-pengerahan secarai beramai-ramai. Jadi
prinsip-prinsip yang dianutnya itu belum berakar  dan belum dimengerti
orang banyak. ...

“.... Mestinya kader yang betul mengerti dan insaf dibina lebih
dulu oleh PKI sehingga mencapai jumlah yang cukup besar untu
mendukung massa yang dikerahkan itu barulah cukup kuat. Tetapi mereka
telah merasa kuat dan bangga dengan massa ramai-ramai dan selogan-
selogan serta tempik sorak di lapangan rapat-rapat terbuka yang sering
dibikin seperti keranjingan. Tapi semuanya tanpa akar yang tertanam kuat
dalam masyarakat. Jadi kalau dalam rapat-rapat umum dan pidato-

pidato  yang hebat, nampaknya rakyat setuju semua. Tetapi di luar itu

rakyat sebenarnya jengkel. Ini kurang diketahui oleh PKI...”*?

E. Mohammad Hatta Mengkritik
Pada tahun akhir tahun 1956, lebih tepatnya pada tanggal 1
Desember 1956. Moh Hatta resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai
wakil presiden RI. Hal-hal yang sudah dibentuknya dalam pemerintahan
selama ia menjabat, terkubur sudah dengan kondisi pemrintahan yang saat itu
sudah keluar dari UUD 1945. Namun, meski Moh. Hatta sudah tidak ikut
campur lagi dalam dunia pemerintahan, ia tetap memberikan peran yang

cukup bagus bagi perkembangan bangsanya. Tidak hanya itu kritik-krtiknya

Ypid., 75.
21hid., 76.
Bbid., 76-77.
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yang tertuju kepada kepala pemerintahan begitu juga kepada pejabatnya, ia
keluarkan dan tuangkan pada tulisan karya-karyanya. Sedikitnya dari hasil
karyanya bisa membentuk generasi penerus bagi pembacanya.

Tak lagi orbit di pemetintahan tak menyurutkan kritik Hatta
terhadap Soekarno. Melihat banyak yang kian tak beres dalam pengelolahan
negara, Hatta menggugatnya di forum-forum publik dan lewat tuisannya di
koran-koran. Beberapa diantaranya bahkan sedemikian kerasnya, berikut
beberapa kritikan-kritikan Moh. Hatta kepada pejabat pemerintahan, antara
lain:

1. Pada tahun 1932
Melalui tulisannya, persatuan Ditjari, Per-sate-an jang ada, di
harian Daulat Ra’jat pada 19323, Hatta mengkritik persatuan model
Soekarno, “Apa yang dikatan persatuan sebenarnya tak lain dari per-sate-
an. Daging kerbau, daging sapi, dan daging kambing disate jadi satu.
Persatuan segala golongan ini sama artinya dengan mengorbankan asas
masing-masing.**
2. Pada tahun 1956
Ketika Soekarno mencanangkan Demokrasi Terpimpin dan
berseru, “Marilah sekarang kita kubur semua partai.” Hatta yang kecewa
menyerang balik, dalam tulisannya, Demokrasi Kita, ia mengecam bahwa

konsepsi Soekarno tak lain sebagai kediktatoran.™

4 Alfarizi, Mohammad Hatta,178.
Ipid., 179
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Demokrasi Kita adalah tonggak penting dalam seabad kebangsaan
Indonesia. Ini adalah kritik pedas Hatta terhadap demokrasi terpimpin ala
Soekarnno. Kata Hatta,

“Diktator yang bergantung pada kewibawaan orang seorang tidak
akan lama umurnya. Sebab itu pula sistem yang dilahirkan Soekarno
tidak akan lebih panjang umurnya dari Soekarno sendiri. Umur
manusia terbatas. Apabila Soekarno sudah tidak ada lagi, maka
sistemnya akan rubuh seperti rumah kartu.”*®

Hatta menyebut Soekarno sebagai orang yang tak pernah masuk ke

akal, hanya bicara garis besar. Seraya mengutip hikayat faust karya
Goethe, Hatta menuding Soekarno sebagai kebalikan tokoh
Mephistopheles yang mengklaim dirinya sebagai, * .... ein Teil jener
Krafie, die stets das Bas will und stets das Gute schaffi”, bagian dari satu
tenaga yang selalu menghendaki yang buruk, tapi sel alu menghasilkan
yang baik. “Soekarno kebalikan dari itu, tujuannya baik, tapi langkah-
langkah yang diambilnya kerap kali menjauhkan dia dari tujuan itu,” tulis
Hatta.'’
3. Pada Juni 1966

Hatta, dalam ceramahnya di Institusi Pertanian Bogor. Hatta
kembali membantah bahwa sistem multipartai di Indonesia membawa
ekses buruk, yakni pertarungan tak sehat partai-partai serta lahirnya

pemerintahan yang lemah pada masa demokrasi parlementer (1955-1959).

Namun, katanya “bukan dalam maklumat Wakil Presiden 3 November

®1bid., 181.
Y1bid., 182.
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1945 yang menegaskan adanya demokrasi yang menjadi letak kesalahan,
tetapi dalam partai-partai dan para pemimpin yang lupa daratan.

Dengan kata lain, Hatta membedakan ide dengan praktik. Partai
politik yang lahir pada masa demokrasi parlementer memang
menunjukkan sisi buruk demokrasi. Partai dibanjiri orang-orang yang
berebut posisi, me ngimcar kedudukan, dan pembagian rezeki. Partai
berkembang biak. Anggota partai yang lama memisahkan diri dan
membentuk partai yang baru, bukan karena perbedaan ideologis tapi
karena persoalan rezeki yang tak merata.

Dalam Demokrasi Kita, Hatta mengkritik keadaan ini. Menurut
dia, partai-partai sesungguhnya belum mempraktikkan demokrasi, karena
keputusan di dalam partai tidak diambil dari bawah melainkan didrop dari
atas. Ketika itu, negara tak menentu, pemerintah juga jatuh-bangun.
Kabinet dianggap sebagai amanah orang rama, tempat orang menerapkan
jimat ajimumpung. Partai menjadi agen korupsi, menjadi pemberi lisensi
agar uang masuk ke kas partai untuk kepentingan pemilihan umum.
Akibatnya,kabinet tidak memikirkan negara. Agenda menyejahterahkan
masyarakat pun terabaikan.

Rakyat mengeluhkan demokrasi: daerah tidak dipedulikan, agenda
otonomi diabaikan, tentara perang. Di sinilah Hatta menyimpulkan bahwa
demokrasi perlementer yang ultrademokratis melahirkan kediktatoran.

Katanya, “perkembangan politik yang berakhir dengan kekacauan,
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demokrasi yang berakhir dengan anarki membuka jalan untuk lawannya
yaitu diktator.”

Soekarno rupanya tidak tinggal diam saat dikecam. Akhirnya
sejumlah surat kabar dibredel Pikiran Rakjta, koran yang konsisten
mempublikasikan artikel Hatta, dipaksa tak lagi memuatnya. Majalah
Pandji Masjarakat, yang pertama kali memuat Demokrasi Kitai juga
dilarang terbit dan redaksinya bahkan dibui (dipenjara).

Khawatir kritiknya di muka umum menyusahkan orang lain, Hatta
mencari jalan lain. la menyampaikan pandangannya melalui surat pribadi.
Dengan kalimat lugas, seperti dicatat Mochtar Lubis, Hatta melontarkan
kritikannya langsung menuju pokok sasaran. Salah satunya, dalam surat
tanggal 12 September 1957, dengan tegas Hatta mengingatkan Soekarno
akan niatnya menggunakan tantangan besi mengatasi pergolakan di
daerah:

“Soekarno, ...... seterusnya terpikir oleh saya, apakah saudara ingin
mengadakan suatu diktator militer .... Dan yakinlah saudara bahwa
diktator semacam itu dapat meliputi seluruh Indonesia yang terbagi-
bagi atas sekian banyak pulau? Berhubungan dengan itu, saya sebagai
seorang saudara memperingatkan bahwa saudara dengan cita-cita
semacam itu berada pada jalan g/ang berbahaya yang akhirnya
merugikan kepada saudara sendiri.”

Soekarno jelas menyimpan segan terhadap Hatta. Dalam
tanggapannya dalam surat Hatta, ia hampir tak pernah membantah, paling

banter Soekarno mengucapkan terima kasih atau sesekali menanyakan

kapan mereka bisa bertemu untuk membahasnya.

B1bid., 186-187.
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Hatta menginginkan agar rakyat secara individual maupun secara
kolektif mampu berbicara untuk dirinya sendiri, tanpa “penyambung
lidah.” Dalam kata-kata Deliar Noer, dia tak ingin “rakyat hanya sebagai
perkakas, rakyat itu sendirilah yang haru memimpin dirinya”. Memang ada
semacam individualitas yang cenderung mereduksi atau menzerosumkan
posisi rasionalnya dengan segenap individualitas di luarnya.

Sepanjang perjuangan politiknya dalam rentang kurang lebih enam
dekade (1922-1980), Hatta praktis selalu siap secara fisik dan mental.
Kendati Hatta gagal memperjuangkan aspirasi politiknya, karena
berbenturan dengan Soekarno (yang harus diakui memang paling dekat di
hati masyarakat bangsa kita), ia berhasil memanjangkan tonggak-tonggak
teladan kenegarawanan yang terbukti jauh lebih banyak dan lebih positif
mengilhami generasi-generasi sesudahnya.

a. Demokrasi Kita

Merupakan salah satu karya Moh. Hatta yang bagi peneliti
sangat fenomenal, karena tertuangkan isi pemikiran dan kritik tentang
demokrasi di Indonesia. Demokrasi Kita pertama kali dimuat di
majalah Pandji Masjarakat yang dipimpin Buya Hamka pada 1960.
Namun, justru Buya Hamka pemimpin redaksinya dipenjarakan. Buku
tipis 36 halaman ini baru diterbitkan pada Juni 1966 setelah Soekarno
jatuh. Pemerintahan melalui keputusan Menteri Jaksa Agung tanggal
30 Mei 1966 mengumumkan bahwa artikel itu boleh diterbitkan dalam

bentuk buku. Diterbitkan dalam dua bahasa yaitu Indonesi dan
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Inggris. Sejarawan Amerika, George MT. Kahin, menyebutkan, buku
ini merupakan salah satu pernyataan yang paling jelas tentang aspek-
aspek terpenting dari pemikiran politik dan sosial-ekonomi Hatta.
Buku ini bagi peneliti memang fenomenal selain sebagai sumber
penelitian sejarah, juga sebagai pencetus awal terbitnya buku-buku
lain tulisan Moh. Hatta, seperti “Bung Hatta berpidato Bung Hatta
menulis (1979), Rasionalisme (1979), Bung Hatta Menjawab (tanpa
tahun), Moh. Hatta-Anak Agung, Surat Menyurat Hatta dan Anak
Agung (1987), dan lain sebagainya.

Beberapa poin yang peneliti ambil dari buku ini akan
gagasan Moh. Hatta, bahwa,

“pengalaman dengan pemerintahan autokrasi kolonial dalam
bentuk negara-polisi menghidupkan dalam kalbu pemimpin dan
rakyat Indonesia cita-cita negara hukum yang demokratis. Negara
itu haruslah berbentuk Republik berdasarkan Kedaulatan Rakyat.
Tetapi Kedaulatan Rakyat yang dipahamkan dan dipropagandakan
dalam kalangan pergerakan nasional berlainan dengan konsepsi
Rousseau yang bersifat individualisme. Kedaulatan Rakyat ciptaan
Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang
bercorak  kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula
perkembangan dari pada demokrasi Indonesia yang asli. Semangat
kebangsaan yang tumbuh sebagai reaksi terhadap imperealisme dan
kapitalisme Barat, memperkuat pula keinginan untuk mencari
sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun ke dalam
masyarakat sendiri.

Ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial
itu dalam kalbu pemimpin-pemimpin Indonesia di waktu itu.
Pertama, paham sosialis Barat yang menarik perhatian mereka
karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi
tujuannya. Kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan
keadilan llahi dalam masyrakat serta persatudaraan antara manusia
sebagai makhluk Tuhan, sesuai dengan sifat Allah yang pengasih
dan penyanyang. Ketiga, pengetahuan bahwa masyarakat Indonesia
berdasarkan kolektivisme. Paduan semuanya itu hanya memperkuat
keyakinan bahwa bangunan demokrasi yang akan menjadi dasar
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pemerintahan  Indonesia dikemudian hari haruslah  suatu
perkembangan dari pada demokrasi asli yang berlaku di dalam desa
Indonesia.

Kemudian aspek terpenting dalam pengembangan demokrasi di
Indonesia. Pertama, dalam segi politik dilaksanakan sistem
perwakilan rakyat dengan musyawarah berdasarkan kepentingan
umum. Demokrasi desa yang begitu kuat hidupnya adalah pula
dasar bagi pemerintahan autonomi yang luas di daerah-daerah
sebagai cermin dari pada pemerintahan dari yang diperintah.
Kedua, dalam segi ekonomi semangat gotong-royong yang yang
merupakan kooperasi sosial adalah dasar yang sebaik-baiknya
untuk membangun kooperasi ekonomi sebagai dasar perekonomian
rakyat. Keyakinan tertanam, bahwa hanya dengan kooperasi dapat
dibangun kemakmuran rakyat. Ketiga, dalam segi sosial diadakan
jaminan untuk perkembangan kepribadian manusia. Manusia
bahagia, sejahtera, dan susila menjadi tujuan negara.”*

¥Hatta, Demokrasi Kita, 21-27.



